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BUPATI KARO
PROVINSI SUIVIATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA/PREKURSOR NARKOTIKA,PSIKOTROPIKA,

DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 1O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 367 t\;

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2AO9 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O62|;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (l,embaran Negara Republik Ind,onesia Tahun
2009 Nomor l44,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang. . .
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6.  Undang―Undang Nol■lor 23 Tahun 2014 tentang
Perrle五ntahan Daerah (Lelnbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nolllor 244, Tarrlbahan
Leinbatran Negara RepubHk lndonesia No〕 mtor 5587)

sebagallnana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang―Undang Nolmor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atts Undang―  Undang Nolmor 23
Tahun 2015 tentang Peine五ntahal■ Daerah(Leimbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nolllor 58,
Tarnbahan Lembaran Negara RepubHk lndonesia Nomor
5679);

7. Undang -lJndang Nol■ or 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pei□ tenntah Pengganti Undang―
Undang Norrlor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke」 a
Melliadi Undang― Undang(Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2023 Nolmor 41);

8.  Undallg― Undang Nolllor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi

Sumatera Utara(Lel■ baran Negara Republik lndonesia
Tahun 2023 Nol■or 55,Talmbahan Lel■ lbaran Negara
Repllblik lndol■esia Noimor 6864);

9。  Peratllran Pelmerintah NO=LOr 44 Tahun 2010 tentang
Prekursor(I′ el■lbaran Negara Republik lndonesia Tahun

2010 No捩■or 60,Tambahan l£ :inbaran Negara Republik

lndonesia Nol■or 5126);

10。  Peraturan Pemerintah Norrlor 25 Tahun 201l tentang
Pclaksanaan Wttib Lapor Pccandu Narkotika(Lcmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 201l NOFnOr 46,
Tattbahan l′ ernbaran Negara Republik lndonesia Nomor

5211);

11. Peraturan Pe」 m_enntaih Nol■ or 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang一 Undang Nol■or 35 Tahun 2009
tentang  Na.rkotika  (Lembaran  Negara  Republik
lndonesia Tahun 2013 N01nor 96,Tambahan I.ernbaran
Negara Republik lndonesia Noimor 5419);

12.Peraturan iMlente五 Dalarn Nege五 Nomor 12 Tahun 2019
tentang Ldlitasi Pencegahan d狙 恥 mbertttas帥
Penyalahgunaal■ d:躍l Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika(Beinta Negara RepubHk lndonesia
Tahun 2019 Nolllor 195);

13.Peraturan lDaerah Kabupaten Karo Nolmor 05 Tahun
2016  Tentang  Pelllbentukan  Perangkat  iDacrah
Kabupaten Karo(I.cttbarall Daerah Kabupatcn Karo
Tahun 2016 Nol■ or 05,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Nomor 03)sebagalmana telah diubah
dengan Peraturan I〕aerah Nolllor 10 Tahun 2021
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05
Tahun 2016 Tentang Pelllbentukan Perangkat lD)aerah
Kabupaten Karo(Lel■ lbaran Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2021 Nol■or 10,Taコ■bahan lel■ baran Daerah
Kabupaten Karo Nomor 08);

Dengan.
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Dengan Persetujuan Bersaina
DEヽVAN PERヽVAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN    DAN    PEREDARAN   GELAP
NARKOTIKA/PREKURSOR NARKOTIKA,PSIKOTROPIKA,DAN
ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pasal l

Dala壼l Peraturan Daerah ini yang diFnakSud denganl

l. Dacrah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pel■ettnta.h Daeralh Kabupaten adalall Bupati sebagai unsur

penyelenttara pe=Ю rintahan daerah yang inel■ 11■pin pelaksanaan
urtlSan pelmLenntahan yang inellJadi ke'Wienangan daerah OtOnOm.

3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dewan Perwaldlan Ral母″at Daerah,yang sela.nJutnya disingkat DPRD

adalah DPRD Kabupaten Kairo。

5。  Perangkat Daerah adalah unsur peコ mbantu Bupati dal■  DPRD
Penyelenggaraan ur■ lSan Peme五 ntahall yang lller珀 iadi keWenangan
Daerah,

6.  :Narkodka adalah zat atau obat yang berasal dari tana.Inan atau bukan

tanamarL,baik sintetis inaupun senlisinteds yarlg dapat inenyebabkan
penurunan, atau perllbahan kesadaran, hilangnya rasa, lnengurangi
sampai nlenghilangkan rasa nye五 , dan dapat menimbulkan
ketergantungan.

7. Prekursor Narko饉ka adalah zat atau bahan pelllula atau bahan kirnia
yang dapat digunakan dalarrL pen■buatan Narkotika sebagairnana
dirnaksud dalam Undang― Undang tentang Narkotika.

8. Psikoむ opika adalah zat atau obat,balk alarniah=laupun sintetis bukan

narko饉ka,yang berkhasiat psikoaktif IIlelalui pengaruh selektif pada

susunan sarafpusat,yang=Юnyebabkan perubahan khas pada aktivitas

=Lental dan pe三laku,

9.  ZatAdikdfadalahbaharlyallgmenyebabkanadiksiataukctergatttungan
yang inerrlbahayakan keschatan dengan ditandai perubahan perilaku,

kOgnitit danお ■Omena ttSiObJS,keingil■ an kuat untuk mengOnSuimSi

bahan tersebut, kes■llitan dalanl lnengendalikan penggunaannya,
肛 teFllberi priO五 taS pada penggunaa]■ bahan terSebut da五 pada keJatan

lain,imeninttCatnya tOleranSi dan dapat=lenyebabkan keadaan ge」 ala

putus zat.

10. Pencegahan adalalh segala upaya,usaha atau tindakan yang dilakukan

secara sadar dan bertanggungjalwab yang bertuJuan untuk lneniadakan

dan/atau menghttanぎ  faktOr_faktOr yarlg irlettyebabka雌 tettadinya
penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika,Psikoセ・opika dan Zat
Adiktifib通nnya,

1 1, Peredaran. . .
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11.Peredaran Gelap lNarkotika adalah setiap kegiatan atatl serangkaian

kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau lrlela、van hukunl yang
ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

12.Penyalahguna adalah orang yang IIlenggunakan Narkotika/Prekursor
Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau rnela、 ″an
hllkurn.

13.Korban  Penyalahgunaan  adalah  seseorang yang  tidak  sengala
rFlenggunakan karena dibujuk, diperdaya, didpu, dipakSa, dan/atau
diancattl  untuk  lnenggullakan  iNarl(otika/Prekursor  Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

14.Pecandu adalal■  orang yal■g rnenggunakan atau inenyalahgunakan
Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat,ヽ diktif Lainnya

dan dalalIYl keadaan ketergantungan,baik secara isik inaupun psikis.

15.:Desa adalah desa dan desa aciat atau yang disebut dengan narrla lain,

selanJutnya disebut iDesa adalah kesatuan lnasyarakat hukurn yang
rrleHliliki batas、vilayah yang bel、 ,venang untuk inengatur dan inengurus
urusan pernerintahan,kepentingan lllasyarakat setempat berdasarkan
prakarSa rnaSyarakat, 1‐ ■ak aSal uSul, danプ atau hak tradiSiOnal yang
diakui dan dihor=lati dalar1l sisteIIl peirnerintahan Negara Kesatuan

Republik lndonesia.

16.Kelurahan adalah bagian v√ ilayah dari kecarnatan sebagai perangkat
kecamatan.

17.IBadan Narkotika Nasional Kabupaten ]Karo yang selalljutnya disebut

BNNK Karo adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai
pelaksana tugas,fungsi dan ure、 venang BNN di Kabupaten Karo,

18.Badan Usaha lⅥ ilik Daerah yang selal■』utnya disingkat BUMD adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar rnodalnya dirniliki oleh

Daerah.
19.Institusi Penerima lハ √alib Lapor yang selanjutnya disingkat IPVttL adalah

puSat keSel■ atan l■laSVarakat,rurllah Sakit dan/atau lell■ baga rehabilitaSi

・
nediS dan rChabitttaSi SOSial yang ditunJuk 01Ch PCnlCrilltah PuSat.

20.:Rchabilitasi 4ヽedis adalah suatu prOses kegiatan pengobatan terpadu
■lntuk inerllbebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

21.:Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pernulihan secara
terpadu, balk isik, lineiltal rllaupun sosial, agar linantan pecandu
Narkotika dapat kerxlbali IIlelaksanakaln fungsi sOsial dalarn kehidupan

bermasyarakat.

22. Upava   Pencegahan   Penyalahgunaan   dan   Peredaran   Gelap
Narkotika/PrekursOr Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
adalah tindakan fasllitasi yallg dilakukan oleh Pelnerintah Daerah untuk

lrtengurangi atau rnenekan penyalahgunaal■  dan percdaran gelap
Narkotika/Prekursor Narkotika,Psikotropika,dan Zat Adiktif Lainnya di

D‐aerah rrlelalui upaya pencegahan,antisipasi dini dan penanganan.

23.I:ズ )rnba G‐erakan Bersih Narkoba adalah prograrll Pernerintah lDlaerah
yang bekellia saIIla dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten untuk

inernbentuk,IIlembina,IIlenyeleksi serta rnenetapkan suatu kecalnatan,

deSa/kelurahan dan Satuan pendidikan yang telah llleIIlenuhi kriteria
tertentu Sebagai kCCaIIlatan, deSa/kelurahan dan Satuan pel■ didikan
Berslh Narkoba Terbalk.

24.Pengusaha adalahi
a.Orang perSeOrangan,perkumpulan atau badan hukuFn rnelljalankan

suatu perllsahaan lllilik sendiri;

b. orang. . .
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b.orang perseorangan,persekutuan atau badan hukunl yang seca.ra
miliknya,berdtt Send五 mettalankan peruSahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan,persekutuan atau badan hukunl yang berada di
lndonesia inewa上 ili peirusahaan sebagaimana dirnaksud pada huruf
a dan hurllf b yang berkedudukan diluar v′ ilayalh lndonesia.

25。 Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang inelakukan kegatan
SeCaLra tetap dan teruS… lneneruS untuk nleinper01eh keuntungan,baik
yang diSelenggaFakan 01eh perSeOrangan lnaupun badan uSaha ya_ng
berbentuk badan huku=l atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan di wilayah lndonesia.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 2

(1)Bupati lnelaksanakan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narko種ka/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adik饉f:Lainnya di Daerah.

(2)Pelaksanaan Fastttasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narko通ka/Prekursor Narko饉ka, Psikotropika dan Zat Adikdf Lainnya
Sebagなmana dimaksud pada ayat(1)dilakukan oleh Perangkat DaeFah
yang terkait dan dikoordinadkan olch PerangLttt Daerah yang
melakSanakan urLLSan perrterintahan bidang keSatuan bangSa dan pOlitik.

:Pasati 3

(1)Pelaksanaan Fas亜tatt Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Oelap
Narkotika/塾rekursor Narko饉ka,Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di

kecamatall dilaksanakan 01ch cannat,

(2)Pelaksanaan Fas菫tasi Pencegahan Penyalahgunaan d穏 ■Peredaran Gelap
Narkotika/PrekursOr NarkOtika,PsikOtrOpika dan zat Adikttf Lainnya di
Kelurahan dilaksanakan 01eh Lurah.

(3}Pelaksanaan Fasihtasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Oelap
Narkotika/]n,ekursor Narkodka,PsikOtrOpika dal■ Zat Adik趣 f Lainnya di
Desa d畳aks(通la_kan Oleh Kepala Desa.

(4)Caコnat,lurah dall kepala desa dalan■ melaksanakan Fastttasi Pencegahan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,Psikotropika dan Zat
Adktr Lainnya sebagttmana dimaksud pada ay誠 (1),ayat(2)dan ay譴 (3)

Walib berpedO]matt kepada petuiquk teknis fadlitasi upaya Pencegahan
Penyalahgunaan dal■ Peredaran Gelap Narkotika,PsikOtropika dan Zat
AdikufI′ainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati`

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan IDaerah inilneliputi:

a. tugas dan、,アewenang peコ ne11■ntah daerah;
b.pencegahan;
c. antisipasi dini;

d.penanganan;
e, rehabilitasi;

f. partisipasi. . .
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f. partisipasi masvarakat;
g. tim terpadu;
h. penghargaan;
i. pembinaan dan pengaurasan;
j pendanaan;
k. peiaporan; dan
1. sanksi.

BAB II
TUGAS DAN恥√EWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasa1 5

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika,
Psikotropika dan Zat" Adiktif Lainn5ra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a mempunyai tugas:
a. memberikan layanan berupa pembinaan serta akses kornunikasi,

informasi, dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika,
Psikotrcpika dan Zat Adiktif Lainn_va:

b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah,
srvasta, maupun masyarakat;

c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial
bagi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan
N arkotika/ Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lain nya; clan

d" melindungi kepentingan mas3rarakat luas terhadap risiko bahaya
penyalahgunaan dan peredaran geiap Narkotika/Prekursor Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adlktif Lainnya.

Pasal 6

Pemerintah   iDaerah  dalarn   lnelaksanakal■    fasilitasi  pencegahan
penyalahgunaal■  dan peFedaran gelap Narko種 ka/Prekursor Narkotika,
PSikOtropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagai11■ ana diIIlaksud dalal■l Pasa1 4
huruf a beir、 ivenangi

a.rnenetapkan pedorllan operasiOnal dalaI111llelal、ukal■ fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor NarkOtil(a,

PSikOtrOpika dan Zat Adiktif Lainnya;

b.Iinernbina dan lneingawasi teinpat reihabilitasi l.nedis dan ternpat
rehabilitasi sOsial di Daerah yang diselenggarakan olch Pelllerintah
Daerah,s、vasta dan rnasvarakat,

BAB III

PENCEGAHAN
Bagian Kesatu

Umum
Pasa1 7

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan
melalui:
a. keluarga;
b. satuan pendidikan;

c.organlsasl...
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c. organisasi/lembaga kemas5,arakatan;
d. Perangkat Daerah, BUMD dan DPRD;
e. media massa;
f. pengusaha;
g. pendataan dan pemetaan potensi penlr3]36gunaan dan peredaran geiap

Narkotikaf Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
h. pembangunan sistem informasi pencegahan pen-vaiahgunaan dan

peredaran gelap NarkotikafPrekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif Lainnya.

Bagian Kedua
Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal I

(1)

(2)

Pel■e五nねh daerah melaksanakan upaya pencegahan nlelalui keluarga.
Upaya penCegahan Sebagailrlana di=la_kSud pada ayat(1)dilakSanakan
melalui ke」 atan;

a,sosialisasi kepada orang tua untuk lnel■ berikan pel■ahalnan
l■lengenal:

1. Cara pendarnpingan kepada anak agar Fnempunyai kekuatan
mental dan keberanian ■lntuk lnen01ak penyalahgunaan dan
peredaran gelap Nal'ko種 ka/Prekursor Narko饉 ka,Psikotropika dan
Zat Adiktr Lainnyai

2. lnel■berikan edukasi dan infOrFnaSi yang bena.r inengenai bahaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor
Nairkotika,Psikoむ opika dall Zat Adiktif Lainnya;

3.1■lengetahui dan imtengarFlau pOtenSi atau kOndiSi dilnana anak
n:Lenu:珂 uikkan indikaSi penyalahgunaain dan peredaran gelap
Narkotika/Prekursor Narko饉ka, Psikotropika dan Zat Adiktif
Lainnya;dan

4. Inengetahui dndakan yang perlu dttakukan dalam hal anak
menuttukkan indikad penyalahgunaan dan peredara■ ■ gelap
Narkotika/Prekirsor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
Lainnya.

b.fasilitasi penyusunan dan pe=lberiain buku ped011lan dan penyiapan
sistenl inlorl■ asi yang rnen■ uat lnateiri sosialisasi sebagailnana

dilnaksud pada lluruf a yang inudah diakses Oleh Orang tua;

C` pelakSanaal■ kettatan pagelaran,feStival dal■ budaya keluarga anti
penyalahgunal田■dan peredaran gelap Narko種 lka/1■ekursor Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adikdf Lainnya;dan

do pedottaan  dan  pel■ be五an  penghargaan  kel■ larga  anti
NarkO饉ka/PrekurSOr Narkotika,Psiko廿 opika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Ketiga
Pencegahan Melalui satuan Pendidikan dan/atau lembaga Pendidikan

Pasal 9

(1)Pe=LCnntah iDaerah inelaksanakan upaya pencegahan lll像lalui satuan
pendidikan dan/atau lembaga pendidi独疑通コL

(2)Upaya pencegahan sebagamana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan

=Lelalui kettatan:

a。 ねsilitasi,・ .
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a・ ねSilitaSi pembentukan饉 m/ke10mpOk ketta Satuan tugaS atau relaWan
anti penydahgunaaFl dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor
Narkodka, Psikotropika dan Zat Adiktif La:innya pada satuan
pendidikan dan/atau lelllbaga pendidikan;

b。 1■endorong satuan pendidikan llntuk lnelaksanakan kegiatan
SOSialiSaSi,Seminar,kampanye dan keJatan lainnya yang berSifat

menginbrmaSikan dan/attu pembahaSan mengentt bahaya
penyalahgunaan dan pe“ daran gelap Narkodka/Prekursor Narko饉 ka′

Psikotropika dan Zat Adik通 f Lainnya disatuan pendidikan dan/atau
lernbaga pendidikan secara berkala;

C,faSilitaSi pel■ bentukan tim/ke10mpOk ketta Satuan tugaS ata_u relaW・ an
a_nti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narko種 ka/Prekursor
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif I認 Iinnya pada satuan
pendidikan dan/atau le■■baga pendidikan;

d.Inendorong satuan pendidikan untuk lnelaksanakan kegiatan
sosialisasi, senlinar, ka.Inpanye dan kegiatan iainnya yang bersifat

窟lengin30rrnaS燻 晏露n  dan/atau  penぼ bahaSan  mengenai  bahaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif Lttnnya disatuan pendidikan dan/atau

lelllbaga pendidikan secara berkala;

e.IIlendOrOng Satuan pendidikan dan/atau leFllbaga pendidikan untuk
menyediakan layana■ l kOnSehng baが peSerta didik yang memiliH
keCenderungan 11lenyalahgunakan Narko量 ka/Prekursor Narkotika,
Psikotropika dan Zat A‐ dikdfI」ainnya;dan

i lnendOrOng  pengel■ bangan  dan  pengalarall  lnate五   anti
Narkotika/Prekursor Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif L盤 nnya
pada kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh ieinbaga
pendidikan unt■ lk inaSyarakat urnIL菫 1,pelaja:r di Daerah.

Pasal 10

(1) Satuan Pendidikanヽ Ⅳalibl
a・ lmenyuSull peraturfm atau tata tettib, menttntegradkan l■ a樋五
pengenalan dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika/]Prekursor Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

dalam kurikulum atau mata pel巧 aran yang releVan pada satuan
pendidikan  sesuai  dengan  kew・enangan  daerah  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang―undallgan;

b・ daptt membe五 kan pembebaSan Sementara datt keぎ atan belttar
mengttar dan meW彎島1建tn pe∝量a didik untuk lrlenJkutt prO『am
pendarllpingan dan/atau rehabilitaSi bagi peserta didik yang terlihat

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narko種 ka,

Psikotropika dan Zat Adikdf Lainnya disat■ lan pendidikan;
C.1llenerirna kelrLbali peseirta didik yang dibebas se]mtentara sebagaiinana

dilnakSud pada lhuruf b Setelah SeleSai Fnenjalani prOgrann
penda.Inpingan danノata.u rehabilitaSi;

(2) Satuan pendidikal・ .yang tidak lnemenuhi kewaliba‐ n Sebagaiinana
dilnakSud pada ayat(1)dikenakan SankSi adIIliniStradi

(3) Sanksi adl■ inistratif sebagaimana dirnaksud pada ayat(2)berupa:

a.teguran lisan;dan

b.teguran tertuls.

{4} Ketentuan. . .
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(4) Ketentuan lebih lar]jut rnengenai tata cara pengenaan sanksi
adrninistratif sebagairI■ ana dirnaksud pada ayat (3)diatur dengan
Peraturan iBupati.

Bagian Keempat
Pencegahan melalui Organisasi/ Lernbaga Kemasl'arakatan

Pasai 1 1

(1) Pernerintah  Daerah  inelaksanakan  upaya  pencegahan  inelalui
OrgalliSaSi/1erllbaga kernaSyarakatan.

(2) Upaya pencegahal■ sebagaimana dilnaksud pada ayat(1)dilaksanakan
inelalui kegiatan:

a.faSilitaSi penyuStlnan peraturan atau tata tertib OrganiSaSi/1ernbaga

kernasyarakatan ul■ t■lk linengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narko色 ka,Psikotropika dan Zat
Adiktif Lainl■yal

b.・・endOrOng    C)rganiSaSi/1en・baga    ken■aSyarakatan    untuk
nlelaksanakan kegiatan sosialisasi,selllinar dan kegiatan lainnya yang

berSifat rllenginfOrrrlaSikan dan/atau pe■lbahaSan l■ leingenai bahaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika,

Psikotropika dan  Zat Adikdf Lainnya  di  organisasi/1e11lbaga
kernasyarakatan secara berkalai

c.IIlelaporkan kepada pillak yang beirヽ″enang apabila rlleilgetahui ada
indikasi   penyalahgunaan   iNarkotika/Prekursor   Narkotika,
Psikotropika dal■ Zat Adiktif Lainnya dilingkungannyal dan

d.1■lenyelenggarakan  tes  tlrine  kepada  pimpinan  dan  anggOta
OrganiSaSi/1ernbaga kelllaSyarakatan.

(3) Pelaksanaan tes uFine Sebagailnana dirnakSud pada ayat(2)huruf d
harus berkordinasl dengan BNNK Karo.

Pasal 12

(1) OrganiSaSi/1Cn・ baga kclnasyarakatan v,alib ll・ CnyuSun pCraturan atau
tata tertib,1llelaksanakan sosialisasi dan inelaporkan kepada pihak yang

beirヽ ivel■ ang apabila inengetahui ada indikasi penyalahgunaan dan
peredaran gelap NarkOtika/PrekurSOr NarkOtika, PSikOtrOpika dan Zat

Adiktif Lainnya dilingkungannya sebagairnana diinaksud dalall■ Pasal ll

ayat(2)huruf a,huruf b dan hurufc.

(2) Organisasi/1elnbaga kell■ as}'arakatan yang tidak inellnenuhi ke、 valiban

Sebagailnana dilnakSud pada ayat(1)dikenakan SankSi adnliniStratif.

(3) Sanksi adnlinistratif sebagailnana dilnaksud pada avat(2)bcrupal
a,tegllran lisan;dan
b.teguran tertulis.

(4) Ketenttlan  lebih lanjut inengenai tata cara pcngenaan sanksi
adnliniStratif Sebagainlana dirllaksud pada ayat (3)diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kelilna
Pencegahan inelalui Perangkat Daerah,BUMD dan DPRD

Pasa1 13

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui perangkat
Daerah dan BUMD.

(2:Vpaya・



10

{2} Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan
melalui kegiatan memberikan intruksi kepada pimpinan Perangkat
Daerah dan pimpinan BUMD untuk:
a. memerintahkan Aparatur Sipil Negara, pegawai kontrak atau yang

dipersamakan dan pegau'ai BUMD untuk menandatangani surat
pernyataan diatas kertas bermaterai;

b. melaksanakan kegiatan sosiaiisasi, kampanye, seminar atau kegiatan
sejenis yang bersifat menginformasikan danlatau pembahasan
mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lx"innya
di lingkungannya secara berkala;

c. memasang papan perlgumumarl mengenai larangan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotikal Prekursor Narkotika, Psikotropika dan
Zat Adiktif I^ainnya dilingkungarlnJra secara berkala; dart

d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaall dan peredaran gelap
Narkotikal Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
dilingkungannya kepada pihak yang berwenang.

Pasal 14

(1}Pimpinan Perangkat Daeral■ dal■ Pimtpirlan BUMD wttibl

a.meine五 ntthka■l Aparatur Sipil Negara,pegaw題 kontrak atau yang

dipersamakan dan pegawai BUMD untuk menandatangani surat
pernyataarl diatas kertas bermatera dan mengarsipk劉 ■ surat
perl■yataannnya;

b.melakSanakan keぎ atan SOSialiSa盤 ,kampanye,Seminar atau keぎ atan

StteniS yang berSiねt menJnbrmaSikarl dan/atau pembahaSan
lllengenai  bahaya  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap
Narkotika/]Prekursor Narkodka,Psiko色・opika dan Zat Adiktif l」ainnya
di lingkungannya secara berkala;

c.rne」masang papan penguコnuman mengenai larangan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor N銀 ・kotika,Psikoむopika dan

Zat Adiktif Lainnya dilingkung訂 lnya ttcara berkalal

d.1■elaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dall peredaran gelap
Narkotika/Prekursor Narkotika,Psiko廿 opika dan Zat Adikdf Lainnya
dilingkungannya kepada pihak yang berwenang.

(2) Pimtpinan Perangkat Daerah dan pimtpinal■ BU]Ⅵ[D yang tid〔 碧【菫lelnenuhi

kelⅣaliban Sebagailrlana dilnakSud pada ayat(1)dikenakan SankSi
adininistratif.

(3) Sanksi ad=linistratif sebagaimana dilnaksud pada ayat(2)berllpa:
at teguran lisan;dan

b. teguran tertuli轟 .

(4〕  Ketentuan lebih ial電 ut inengenai tata cara pengenaan sanksi
adnlinistratif sebagaiI【lana dilnaksud pada ayat(3)diatur dengan
Peraturan Bupati`

Pasal 15

(1)

(2)

Pimpinan DPRD lnelaksarlakal■ upaya pencegahan=lelalui DPRD.
Upaya penCegahan Sebagailnana diinakSud pada ayat(1)dilakSanakan
meldui kegiatan:

a.. mengintruksikan. .
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a。 童lengintruksika_n kepada pllnplnan darl a.nggota DPRE》 untuk
11lenandatangani surat pernyataan diatas kertas berinaterai;dan

bo lnelaksanakan kel堅 atan sosialisasi, karnpanye, se=linal・ atau
kee痒atan Sttenis yang bersifat menJnねirmasikan dan/atau
penabahasan inerkgeinai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narko通ka/Prekursor Narkouka,Psikotropika d`貌 Zat Adiktif Lainnya

dilingkungannya secara berkala.

(3) :Rmpinan DPRD yang tidak l■ leinenuhi kew‐ ajiban sebagaimana
dil.laksud pada ayat(1)dikenakan SankSi admmistra饉 i

(4)Sanksi adiministtatr sebagain■ ana din■轟【sud pada ayat(2}berupal
a.teguran lisari;dan

b.teguran tertulis.

(5) Ketentuan lebill l■1電ut inengenai tata cara pengenaan sanksi
adlrtinisむ atif sebagam.鑓■a dinlaksud pada ayat(4)diatur dengan
Peraturan Bupad.

BaJan Keenam
Pencegahan inelalui Media Massa

Pasal 16

(1)Pel■ e五ntah Daerah imelakS〔週Laka■ upaya penCegahan l■ elalui Media
Massa.

(2)Upaya pencegahan sebagttmana dimaksud pada ay盤 (1)dilaksanakan
dengan Cara menJimbau nledia inaSSa di daerah untuk:

a.■ lemuat berita atau SQieniSnya y【 逆 Lg nlenJnわ rmta遷 :賤in lmengenai

bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narko通 ka/Pl～ekursor
Narkotika,Psikotropika dan Zat Adik饉 fiし■innya paling sedikit l(satu)

kali dalanl setahun;

b. lnelaksanakan   sosialisasi,   kampanye   inengenai   bahaya
penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika/Prekursor
Narko饉ka,Psiko廿opka dan Zat AdiktifLainnya pding sediHt l(satu)

kali dalanl setahun.

(3) Media lnassa yang irlelaksanakan hiinbauan sebagaiinana dilnaksud
pada ayat(2)secara berkala dibe亘 peni醸■argaan.

(4) Ketentuan iebih ia:導 ut inengenail bentuk dan tata.cara pelinberian
penghargaan diatur dengall Pcraturan Bupad.

Bagian Ketujuh
Pencegatran Melalui Pengusaha

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui
pengusaha.

(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui kegiatan:
a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib perusahaan untuk

mencegah baha;.a penyalahgunaa.n dan peredaran gelap
Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
Lainnya;

b.fasilitasi...
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b・  faSilitaSi pelllbentukan dI11/ke1011lpOk ketta Satuan tllgaS atau

relalwan   anti   penyalahgunaan   dan   peredaraln   gelap
Narkotika/Prekursor Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif L滅 1lnya

di Perusahaan atau telrlpat usahanya;

C.lnendOrOng pinlpinal■ PeruSahaa・l untuk lmelakSanakan keJatan
SOSidiSaSi, Seminar dal■  keがatan lainnya yang berSiね t

menginbmlaSik腱 ■ dan/atau pembahaSa■l mengend bahaya
penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika/1≧ ekursor
Narkotika, Psikoむopika dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungan
perusahaan atau telnpat usahanya;

do inendorong  pil■pinan  Perusahaan  untuk  inelllasang  papan
pengumulrlarL mengenai larangan penyttahttlnaan dan peredaran

Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif
Lainnya dilingkungan Perusahaan atalu tel■pat usalhanya;dan

e. :mLendOrOng pirripinan peruSahaan inelapOrkan adanya indikaSi
penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narko種 ka/Prekursor
Narko饉ka, Psiko廿 opika dan Zat Adiktif Lainnya d壼 ingiくulllgan

Perusahaan atau telllpat usahanya.

Pasal 18

(1) PenguSahaヽ″‐■jib;

a・ lnenyuSun peraturan dan/atau tata tertib peruSahaan untuk
菫lenCegah  bahaya  penyalalhgunaan  dan  peredaran  gelap
Narkotika/Prekursor Narko種 ka, Psiko廿opika dan Zat Adiktif
Lainnya;

b・ membentuk tim ke10mpOk ke4a Satuan tugaS atau ttlaWan anti
pewdahttnaan dtt peredartt gelap Nttbdh/pehrsor
Narkotika,Psikotropika dan Zat Adik饉 f La_innya di Pertlsahaan atau

tempat usahanya;
c.lnela_ksanakal■  kegatan sOsialisasi, lk創■panye, semin,ar atau

keratan sttenis y質
・

g bersi£at nlenginね rmtasika:n dan/atau
pen■bahasan l■engenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikttf Lainnya clilingkungan
perusahaan atau ten■pat usahanya secara berkala;

d. lnen■asang papan pengurnun■an inengenailarangan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narko饉ka/1R'ekursor Narkodka, Psikotropika
dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungan Perusahaan atau telmpat
usahanya secara berkala;

e. lnelaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika/Prekursor Narkotika,Psikotropika dan Zat AdiktifiLainnya

dilingkungannya kepada pihak yang berwenang。

(2)Pimpil■ an Perusttaan yang種 dak memenuhi kewttba■l sebagamana
dimakSud pada ayat(1)dikenakan SankSi adminiStradf.

(3)SankSi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(2)berupa:
a.teguran lisani

b.teguran tertulisi dan

c.pencabutan izill.

(4) Keterituan lebih lε ビ巧ut inengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagamana dimaksud pada ayat(3〕 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Ba#an Kedelapan.
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Bagian Kedelapan
Pendataan dan Pemetaan Potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada
kanvasan / wilayah tertentu.

Pasal 19

(1) Pemerint"ah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui pendataan
dan pemetaan potensi sebagairrana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g

dilakukan untuk memperoleh data kcndisi kerawanan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan
Zat Adiktif Lainnya pada kawasan/wila5rah tertentu.

(2\ Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada" ayat (1)

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2\ dalam
melakukan pendataan dan pemetaan dapat bekerja sama dengan
instansi vertikal, perguruan tinggi, Perangkat Daerah terkait dan/atau
instansi lainnya.

Pasa1 20

(1) D‐ ata kondisi kera、 vanall sebagaimana diinaksud dalanl pasal 19 ayat(1)

dipergunakan oleh pe=lerintah IDaerall untuk:

a.rXlenyuSun prOgrarn pernbangunan kaヽ rヽaSan/ヽ為■layah tertentu yang
ra、Fan penyalahgunaal■  dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor
Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya rnelalui perrlanfaatan

potensi  sosial  dan  ekonorni  di職 41ayah  tersebut  dengan
inengoptirnalkan   peran   serta   rnasyarakat   di   sekitar
kaWaSan/Wilayah;dan

b.bahan pertimbangan bagi Perllerintah Daerah untuk rnerllberikan
faSilitaSi pendirian badan uSaha/badan htlku11l tertCntu Sebagai
wadah bagi residen rehabilitasi BNNK Karo pada Kawasan/wilayah
tertentu  yang rauran  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap
Narkotika/Prekursor Narkotika,  Psikotropika dan Zat Adiktif
Lainnya.

(2) Pelmerintah Daerah dapat rnenyusun progranl atau fasilitasi selain
Sebagailllana dirnakSud pada aVat(1)huruf a dan huruf b SeSuai
kebutuhall Daerah.

Bagian Keselnbilan

Pembangunan Sistell■ Informasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika/Prekursor Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnva

Pasa1 21

(U Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui
pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
huruf h untuk mempermudah masyarakat memperaieh informasi
mengenai berbagai aspek terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

(2) Sistem inforrnasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat berupa
aplikasi berbasis webaite, android, dan/atau aplikasi sejenis lainnya.

{3} Pembangunan. . .



14

(3)Pemballgunan sistem inお rmasi sebagdmana dimaksud pada ayat(2)
d量aksanakan oleh Perangkat iDaerah yang rnelaksanakan urusan
peme五ntaihan bidang kesatuan bangsa dan p01ittk dan instansilainnya.

(4)Perangkat Daerah sebagairrlana di=LakSud pada ayat(3)dalalll
membangun sittm inbrmasi bekettasarna dengan perangkat Daerah
yang FnelakSanakan  uruSan peinerintahan  bidang kOn■ unikaSi,

inforinadka dan persandian.

BAB IV
ANTISIPASI DINI
Baぎan Kesatu

Umum
Pasa1 22

1:Jpaya antisipasi dini sebagairnana dirnaksud dalam Pasa1 4 huruf c

dilakukan rnelaluil

a.kegiatan tes urinel

b.penvelenggaraan lolllba gerakan rnasyarakat bersih iNarkoba;

c. pemberdayaan dI11/keloFnpok ketta satuan tugas antilNarkobal dan
d.optirnalisasi penga、 vasan dilingkungan satuan pcndidikan,pcrrlondokan,

hotel,tempat hiburan dan ternpat usaha lainnya.

Bagian Kedua
Kegiatan Tes Udne

Pararぼ 1

Umum
Pasa1 23

Kegiatan tes urine seLragaimana dimaksud daiam Pasal 22 huruf a)
dilaksanakan oleh Pemerinah Daerah untuk:
a. antisipasi dini; dan
b. tujuan tertentu.

Paragraf 2
Tes urine untuk AntisipasilDini

Pasa1 24

(1) pernerintah Daerah dalanl lnelaksanakan kegiatan tes urine untuk
antisipasi dini sebagailnana dilnaksud dalaln Pasa1 23 huruf a dapat
beketta saIIla dengan BNNK Karo dan pirnpinan:

a.DPRD;
b.Perangkat DaeFah
c.BUMD;
d.Perusahaan,pernOndOkan,hotel,dan tempat hiburan serta ten■ pat

usaha lainnya di daerah;

e. Satuan Pendidil(an/Lernbaga Pendidikan di daerah;dan
f. C)rganiSaSi/1ernbaga ke=laSyarakatan di daerah.

(2) Setiap pirnpinan instal■ si/1elnbaga sebagallnaina dilnaksud pada avat(1)

huruf a Sainpai dengan huruf eヽ″alib inelal(Sanakan tes urine paling
Sedikit l(Satu)kali dalarl■ 1(Satu)tahun kepada:
a.pilnpinan dan anggota DPRD;

b.piinpinan, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak pada
perangkat Daeral■

:

c,pl■■pinan,..
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c,pirnpinan,pegawai atau karyawan BUMID;
d,pilnpinan,pega、 vai atau kalil'7a、van pada perusahaan,pelllondokan,

hotel dan terllpat hibtlran serta tenlpat usaha lainnya di daerah;

e.pirnpinan,tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan serta peserta
didik yang diduga rnelakukan penyalahgunaan Narkotika/Prekursor
Narkotika, Psikotropika dan Zat Acliktif Lainnya pada sattlan
pendidikan/1enlbaga pendidikan di daerahi

f.pirnpinan,   penguruS   dan   anggOta   01・ ganiSaSi/1ernbaga

ken■asyarakatan di Daerah.

(3) Dalarll rnelaksanakan tes urine sebagairnana dilnaksud pada ayat(2)
Perllerintah ]Daerah dapat i■ lelllberikan bantuan pendal■aan atau
bantuan lainnya.

Pasa1 25

(1) Pimpinan instansi/lemLraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(2) yang tidak memenuhi kew-ajiban melaksanakan tes urine dikenakan
sanksi administratif.

{21 Sanksi administratif sebagaimana dirnaksud pada a}'at (2} herupa:
a. teguran iisan; dan
Lr" teguran tertulis.

(3) Ketentuan lebih ianjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagairnana dimaksud pada ayat t2] diatur dengan
Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tes Urine untuk Tujuan Tertent.u

Pasal 26

(1)Kegiatan tes urine untuk tu」 uan tertenttl sebagailnana diIIlaksud dalalll

Pasa1 23 huruf b dilaksanakan untuk;

a.persyaratan inengikuti dan/atau pengangkatan ASN pada 」abatan
penga、江as,administrator dan pirnpinain tinggi dilingkungan Peinerintah

Dacrahi

b.persyaratan pengangkatan calon pQ:iabat publik atau pi11■ pinan BUMD;
c,persyaratan pengangkatan calon PCgaurai negeri sipil;

d.persvaratan tellLaga kol■ trak atau pega、/ai sQjenisl■ yal dan

e.persvaratan pada tuj■ lan tertentu lainnya.

(2)Tes u面 ne sebagailnana dirnaksud pada avat(1)dilaksanakan oleh BNNK
Karo atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh
Pclnerintah Daerah.

(3)Dalarn hal hasil tes urine dinyatakan positif,Inaka dinyatakan batal atau
tidak dapat diangkat/dilakSanakani

a.pcrlgangkatan Aparatlir Sipil Negara pada jabatan scbagailnana
dimakSud pada ayat(1)huruf a;

b.pengangkatan calon pqjabat publik atau pirnpinan BUMD sebagail■ lana
dirnakSud pada ayat(1)huruf b;

c.pengangkatan calon pegauア ai negeri sipll sebagailnana dilnaksud pada

aVat(1)huruf Ci dan

d. pengangkatan tenaga kontrak atau pega、 vai sejenisnya sebagairnana
dirnakSud pada ayat(1)htlruf d・

Bagiarl Ketiga...
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Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Lomira Gerakan Bersih Narkoba

Pasal27

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan 10mba Gerakan bersね Narkoba

se饉ap tahun.

(2)Peserta lolllba Gerakan bersih narkoba sebagailnana diinaksud pada ayat

(1)adalah Seluruh deSa,kelurahan,keCan■ atan dan Satuan Pendidikan di

daerah.

(3)LoI1lba Gerakan bersh n"koba sebagamana dimaksud pada ayat(1}
diselenggarakan untuk memi五 h:

a.Desa bersih narkoba terbaik;

b.Kelurahan bersih narkoba terbaik;

c.Kecarnatan bersih narkoba terbaiki dan/atau
d.Satuan Pendidikan bersih narkoba terbaik.

(4)Ketentuan lebih laniut inengenai tata cara lolmba bersih narkoba
sebagttmana dimakSud pada ayat(1)diatur dengan Peraturan Bupati・

Bagian Keempat
Pemberdal,aan tim/keiompok kerja satuan tugas anti Narkoba

Pasal 28

Pemberdayaan dm/ke10mpOk ke」a satua■ tugas anti N雛「koba meldui
ke」atan:

a. penyuluhan kepada masyarakat untuk lneinberikan pengetahuan dan
pemahaman l■lelalui sosialisasi bahaya narkoba;

bo sebagtt inisiator yang meranCang dan menttmplementaSikan p“gram
penCegahan SeCaFa rnandiril

c. Inenggerakkan inasyarakat untuk terlibat akdf dalaIIl upaya pencegahan;

do Sebaga:L faSil■atOr yang lmenielnbatani BNNK Karo dengan seluruh
stakeholder.

Bagian Kelima
Optimalisasi Pengawasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, pemondokan,

Hotel, Tempat Hiburan dan tempat kegiatan usaha lainn-va
Pasal 29

(1) Optimalisasi pengawasan dilingkungan satuan pendidika.n,
pemondokan, hotel, dan tempat hiburan dilakukan melalui pemantauan
dan/atau razia rutin bersama BNNK Karo dan instansi lainnya
dilingkungan satuan pendidikan, pemofldokan, hotel, dan tempat
hitruran dan tempat usaha lainnya.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan secara
berkala paling sedikit 2 {dua} kali dalam setahun.

BAB V
PENANGANAN
Bagian Kesatu

Umum
Pasa1 30

(1)IJpaya penanganan sebaga董 nana diinaksud dalanl Pasa1 4 huruf d adalah

upaya untuk pel■ lulihan pada pecandu inelalui tindakan:

a. rnajib
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a.ヽⅣalib lapor pecandu Narkotika;
b.rehabilitasi;dan

c.pasca rehabilitasi.

(2)Pernerintah ]Daerah dalanl rnelaksanakan penanganan sebagailnana
dilnaksud pada ayat(1)bekettasallla dengan BNNK Karo dan instansi
lainnya,

BaJian Kedua
Wttib Lapor Pecandu Narkotika

Pasa1 31

(1)Pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikoセ・opika dan Zat Adiktif
l」五nnya waJib inelaporkan kepada IPWL 8μna lnelrlperoleh pengobatan

dan/atau perawiatti爵_Inelalui Rehabilitad,yarig dilakukan oleh:

ao Orang tua/Wali dari PeCandu yang belun■ Cukup uIIltLr;dan

b. pecandu yang sudah cukup unnur atau keluarganya.

(2)IPWL sebagaimana dilnaksud pada ayat(1)harus lnernenuhi persyaratani
a. surnber daya lnanusia yang inen■ 量iki keahlian dan ke・wenangan

dibidang ketergantungan Narkotika/1■ ekursor Narkotika,Psiko廿opika
dan Zat Adikif Lainnya;dan

b. sarana yang sesuai dengan standa_r rehabilitasi lnedis atau standar
rehabilitasi sosial.

(3)Ketentuan lebih lattut mengend tata cara waJib lapor sebagttmana
dimtakSud pada ayat(1)dilakSarlakan SeSuai dengω ■ketentutt peraturan
perundang― undangan.

Pasa1 32

(1) Pecandu sebagailnana dimaksud dalam Pasa1 31 ayat(1)yang telah
寛 LelapOrkan kepada IPWL dibeFi kartu lapOran diri Setelah rrlenialani

asesmen.

(2) Kartu laporall di五 sebag劉壼lana dimaksud pada ayat(1)bettaku untuk 2

(du→ kali maSa peraWatan.

(3)Dalam hd IPWL udak lrlemi五 互 kemampuan untuk melakukan
pelilgObatan/peralW‐atan tertentu SeSuai dengan renCana rehabiitaSi atau
atas perlnintaan pecandu,orang tua dan wali atau kelllarga pecandu,
IPWL harus l■ lelakukan rlljukan kepada ins=tusi lail■ ,yang inenliliki
ke]man■puan.

Pasa1 33

(1)IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 32 ayat(1)harus melakukan
asesinen  terhadap  pecandu   Narkotika/Prekursor  Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adik饉 f Lainnya.

(2)Asesllen sebagairnana dilnaksud pada ayat(1)meliputi aspek inedis dan
aspek sosial.

(3) Pelaksanaan aseslnen sebagailnana dilnaksud pada ayat(21 dilakukan
dengan Cara WalWanCara,ObSerVaSi,Seirta.pe」 団LerikSaan ttSik dan pSikiS

terhadap pecandu Narko種 ka/Prekursor Narkotika,Psikoむ opika dan Zat
Adikdfibainnya`

Pasa11 34.
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Pasa1 34

(1) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Fasal 33 dicatat pada

rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu
Narkotika/ Prekursor Narkotika, Psikotrapika dan Zat Adiktif Lainnya.

t2J Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bersifat rahasia dan
merupakan dasar dalam rencaila rehabilitasi.

(3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

d ilaksanakan sesuai dengan ket.entuan peraturan perundang undangan.
(4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2} disepakati

oleh pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif Lainnya danf atau orang tualw-alilkeluarga pecandu Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan pimpinan IP$[L.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi
Paragral 1

Pemberian Rehabilitasi
Pasal 35

(1) Pecandu Narkotika/Prekursor NarkOtika, PsikOtrOpika dan Zat Adiktif
Lainnya berdasarkan hasil asesIIlen ditindaklanjuti dengan pelllberian

Rchabilitasi.

(2) Rchabilitasi sebagailnana dirnaksud pada ayat(1)IIleliputi:
a.rehabilitas lnedis;cian

b. rehabilitas sosial.

(3) Penyalahguna  atau  pecandu  NarkOtika/PrekursOr  Narkotika,
PsikOtrOpika dan Zat Adiktif Lainnva sebagairnana diinaksud pada avat

(1)haruS rnengikuti Seluruh prOgran・ SeSuai dengan tata Cara pernberian

rehabilitasi.

(4) Pelaksanaan pel■ lberian rehabilitaSi sebagailnana dilllaksud pada ayat

(1) dilakSanakan SeSuai dengan ketentuan peraturan perundang¨
undangan.

Pasa1 36

(1) Selain melalui rehabilitaSi, perllulihan penyalahguna atau peCandu
NarkOtika/PrekursOr NarkOtika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
dapat dilakukan inelalui pendekatan keagamaan dan tradisional
diterrlpat yang diselenggarakan 01ch Perrlerintah Daerah dan/atau
ll■asyarakat.

(2) Telllpat yang diselenggarakan Pernerintah Daerah dan/atau rllasyarakat
Sebagailnana dirnakSud pada ayat(1)haruS 11lCIl■ enuhi pCrSyaratan
Sebagailnana diatur dalaFrl ketentuan peraturan perundang― undangan.

Paragraf 2
Lembaga Rehabilitasi

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah dalam mernfasilitasi rehabilitasi pecandu
Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat hdtktif Lainnya
menunjuk dan/atau bekeqa sama dengan rumah sakit clan /alau
lembaga rehabilitasi cli Daerah.

{2) Rumah. . .
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{2) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi di Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mernenuhi kriteria :

a. memberikan pelayanan yang responsif gender dan usia serta berbagai
latar belakang pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan
Narkotikaf Prekursor Narkotika, Fsikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
di Daerah.

b. memiliki sarana, prasarana serta sumber daya manusia yang
memenuhi standar nasional rehabilitasi; dan,

c. memberikar pelayanan sesuai standar nasional rehahilitasi

Paragraf 3
Peningkatan Kapasitas Lembaga Rehabilitasi

Pasal 38

(1)Ddam hal di daerah belum terdapat rumall sakit atau lembaga
Rehabilitasi yang ine」mtenuhi:kriteria sebaga■ mana dilnaksud dalam Pasal
37 ayat(1),Peme」 ntah Daerah:
a.=lenlfasilitasi pe■■berian Rchabilitasi Penya.lahguna, Pecandu dan

Korban Penyalahgunaan Narkodka/Prekursor Narko種 ka,Psikotropika
dan Zat Adiktif Lainnya ke ru:rnah sakit/1el■baga Rehabilitasi di luar

Daerah;dan
b.=leinfad五taSi  peningkatan  kapaSitaS  rumLah  S』dt/1el■baga

Rchabilitasi di Daerah.

(2) Fasilitasi peningkatarl kapasitas sebagailnana diinakstld pada ayat(1)
huruf b dilakukan inelalui:

a.fasilitas peningkatan sumber daya manusia;dan
b. faSilitaS dukungan peningkatan Sarana dall pFaSarana rehabiitaSi.

(3) Ketentuan lebih langut inengenai tata cara pel■ berian rehab五 itasi di luar

]D)aerah sebagailnana diinaksud pada ayat(1)huruf a diatur dengan
Peraturan Bupa種 .

Pasa1 39

(1) Fasilitasi peningkatan sun■ ber daya inanusia sebagaimana dilnaksud
dttam Pasd 38 ayat(2)huruf a dilaktlkan melalui:
ao  penyediaan dall penil■gka餞遭l kapasitas tinl tata laksana Rehabilitasi

Medis yang dibentuk 01ch atasan langsung institusi yang berwenang;

b.  peningkatan kOIIlpetensi sumber daya manusia inelalui pen■ berian
pendidikan,pelatihall dall拶 OrたSれOp atau keぎ atan SeDeniS l灘 nnya

yang di persyaratkan peraturan perundang― undangain;dan
C,  penyediaan atau 

“
θο″:ι

・
iι′neれt sumber daya manusia yang telah

lnerrlenuhi persyara饉 untuk inel■ be五kan Rehabiitasi.

(2)Fasilitasi dukungan peningkatall sarana dan prasarana Rehabilitasi
Sebagaiinana dilnaksud dalam Pasa1 38 ayat(2〕 huruf b dilakukan
melalui:

a.  pengen■ bangan dan peningkatal■  saraina dan prasarana run■ah
salkit/1en■ baga Rchabilitasi;dan

b・  pelakSanaan ketta Sarna, k00rdinaSi dan SinkrOnisaSi program
dengan puStt RChabilitaSi yang ada di dngkat puSat/daerah milik

Pemerintah PuS離,peme五ntah daerah l憂n dar1/atau SWaSta・

Bagian Keempat. . .
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BaJan Kee」tpat

Pasca Rehabilitasi

Pasa1 40

(1) Terhadap pecandu Narkotika/PrekursOr Narkotika,Psikotropika dan Zat
Adiktif Lainnya yang telah selesai lnelljalani rehabilitasi dilakukan

pernbinaan, penga、 vasan, dan pendarnpingan berkelalljutan dengan
rnengikutsertakan inasyarakat.

(2) Pell■ binaan, penga■vasan, dan pendan■ pingan sebagairllana dilnaksud
pada ayat(1)dilakSanakan oleh Perangkat]Daerah terkait.

(3)I)alanl rangka pen■ binaan,pengawasan dan pendarnpingan sebagailrlana
diFnakSud pada ayat(2)13upati dapat bekettasanna dengan instansi
vertikal lainnva.

Pasa1 41

(1) Pernbinaan, pengalvasan dan pendarnpingan sebagaiFnana dilnakstid
dala11l Pasa1 40 ayat(1)diinaksudkan untuk l■ leinotivasi Pecandu
NarkOtika/Prekursor Narkotika, PsikOtrOpika dan zat Adiktif Lainnya
pasca Rehabilitasi agar dapat l■ enggali potensi diri, lneningkatkan
kepercayaan diri dan inclllbangun lnasa depan yang lebih baik.

(2) IDalanl rangka lrne、 vujudkal■  kegiatan pasca Rehabilitasi sebagailnana
dirnakSud pada ayat(1)kepada PeCarldu Narkotika/Prekursor Narkotika,
PSikOtropika dal■ Zat Adiktif Lainnya pasca rehabilitasi dapat diberikan:

a・  pelayanan untllk l■ ernper01eh keteran■ pilan dan keSelnpatan kellia;

b. pen■ berian rekornendasi untuk mclanjutkan pendidikannya;dan
c.  pen■じinaan mental dal■ hubungan sosial.

(3) Pelayanan  untuk  lneFnperOleh  keterarnpilan  keitia  Sebagailnana
dimakSud pada ayat(2)huruf a dilaksanakan Oleh Perangkat lDaerah
yang rnerllbidangi urusan tenaga kelja.

(4) Pelllberian rekOrrlendaSi Sebagairnana diII■aksud pada ayat(2)huruf b
dilakSanakan 01Ch Pcrangkat Daerah yang inelllbidangi urusan
pcndidikan.

(5) Pelllbinaan rnental dan hubungan sosial sebagairnana dilnaksud pada
ayat(2)huruf c dilaksanakan 01eh Perangkat Daerah yang rl■ ell■bidangi
urtlsan sosial.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasa1 42

(1) Masyarakat rnerapunyai kesenlpatan yang seluas luasnva untuk
bcrpartisipasi serta linernbanttl pencegahan penyalahgunaan dan
pCredaran gclap NarkOtika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat

Adiktif Lainnya.

(2) Partisipasi lnasyarakat sebagailnaina dirnakstld pada ayat(1)dapat
dilakukan lnelalui:

a・ lnelaporkan  dalal・ n  hal  l■_engetahui  pOtensi  atau  pcristi、 va
penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika/Prekursor
NarkOtika,Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

b.:me滅ngkathan...
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b. rlleningkatkan ketahanan keluarga unttlk inencegah da.コnpak
penyalahgunaaln  dan  peredaran  gelap  Narkotika/Prekursor
Narkotika,Psikotropika dan Zat Adik饉 f Lainnya;

C・ penyelenl莞 araan ke」 atan kampanye,Serninar dan SO遷 轟 iSad Serta

keJatan lainnya dalal■  rangka penyebaran inibHnaSi dan
■leningkatkan   kesadaran   inasyarakat   inengenai   bahaya
penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narko饉 ka/Prekursor
Narko趣ka,Psikotropika dan Zat Adikttf Lainnyal

d.membentuk wadah partidpasiimasyarakat;
e。 lnenciptakan lingkungan yang kondusif bagiimantan penyalahguna

atau pecandu Nairkotika/:Prekursor Narkouka,Psikotroplika dan Zat
Adikdf Lainnya dan keluarganya;dan

i  pelnberian pengobat&n dan/atau Rehabilitasi,pen■ ulihan terhadap
penyalahguna atau pecalldu gelap Narkotika/Prekursor Narkotika,

Psikotropika dan Zat A‐diktif I」ainnya secara inandiri dengan
persetujuan instansi yang berwenang.

g. Pelibatan tokoh aga.Ina dan tokoh inasyarakat,

Pasa1 43

(1) Wadah partisipasi rnasyarakat sebagailnana dirnakslld dalam Pasa1 42
ayat(2)huruf d dapat berupa foruin koordinasi,pusat pelapOral■ dan
inlorinasi, pusat layanan konseling dan wadah lainnya sesuai
kebutuhan.

(2) Pc]mLenntah iDaerah inelnfasilitasi dan mengoordinasikan penlbentukan
Wadah paltiSipaSi maSyarakat Sebagttana dimakSud pada ayat(1)`

BAB VII
TIM TERPADU

Pasa1 44

(1) Untuk meningkatkan peiaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika, Psikotropika danZat Adiktif LainnS,a di daerah
dibentuk Tim Terpadu.

(2) Tim Terpadu sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
a. Tim terpadu daerah; dan
b. Tim terpadu Kecamatan.

Pasa1 45

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 44 ayat {2} huruf a di daerah terdiri atas:
a. Ketua : Bupati;
b. rvakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
c. wakil ketua 2 : Kepala BNNK Karo;
d. sekretaris/ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

pelaksana harian
e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan

kebutuhan;
2. unsur Kepolisian di daerah; dan
3" unsur Tentara Nasional Indonesia cli daerah.

(2)Tim...
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(2) Tiin terpadu sebagalnana dirnaksud pada ayat(1),bertugasI
a. lFlenyuSun  renCana  akSi  daerah  faSihtaSi  penCegahan

penyalahgunaatt  dan  peredarain  gelap  Narkotikaノ ]R・ekursor

Nark。饉ka, PsikOtrOpika dan Zat Adiktif Lainnya di daerah yang
dilaksanakan setiap tahun;

b. lnengoordinasikan, Inengarahkan, Inengendalikan, dan inengalwasi
pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran
gelap NarkOtika/Prekursor Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif
Lainnya di daerahi dan

c.:mtenyusun   laporan   pelaksanaan   fas五 itasi   pencegahan

penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika/1Prekursor
NarkOtika,PsikOtropika dan Zat Adikttf Lainnya di daerah.

(3) Susunan keanggOtaan thn terpadu sebagailnana dilnaksud pada ayat(1}
ditetapkan dengan Keputusan]3upati.

Pasa1 46

(1) Susunan keanggotaan tirn terpadu Kecalnatan sebagailnal■ a dilnaksud

dalanl Pasa1 44 ayat(2)huruf b terdiri atas・ .

a.Ketua         l Canlat;
b.、Fakil ketua/     i Sekretaris Canlat;

Pelaksana harian
c.anggOta         11.Kepala Unit Pelaksana Teknis I)inas:

2.Kepala lDesa/Lurah:
3.unsur kepolisian di Kecarllatan;dan

4.unsur  Tentara  Nasional  lndonesia  di
Kecalinatan.

(2) Tirrl terpadu lKecan■atan sebagailnana dilnaksud pada ayat(1),bertugas:

a.Inenyusun   rencana   aksi   daerah   fasilitasi   pencegahan
penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  lNarkotika/Prekursor
Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecarnatan yang

dilaksanakan setiap tahuni

b.Ineng00rdinasikan, IIlengarahkani rllengendalil(an, dan inengawasi
pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika/Prekursor NarkOtika, Psikotropika dan Zat Adiktif

Lainnya di Kecalmatan;

c.:rnenyusun   laporan   pelaksanaan   fasilitasi   pencegahan
penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  lNarkotika/Prekursor
Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecarrlatan.

(3) Susunan keanggotaan tinl terpadu sebagaiinana dilnaksud pada ayat(1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENGHARGAAN
Pasa1 47

(1) PerrleFintah:Daerah inen■ berikan penghargaan kepada aparat penegak
hukunl,inStanSi pe」国terintah,Satuan pendidikan/1en■ baga pendidikan,

BUMD,perusahaan dan warga rnasyarakat yang bettaSa dan be五 novasi

dalan■ pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap NarkO壇 ka/

Prekursor Narko種 ka,Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di dacrah.

(2)Pen姿鉗斜蝕・・
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(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk piagam, tandajasa, dan/atau irentuk lainnya sesuai kemampuan
daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAlVASAN

Pasa1 48

(1) Bupau inelakukal■  pernbinaan dan pengaWaSan terhadap FaSilitaSl
Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Grelap Narkotika/Prekursor

NarkOtika,PsikOtrOpika dan Zat Adiktif Lainnya.

(2) IDalarrl rnelakukan perllbinaan dan penga■ 、「asan sebagairnana dirnaksud

pada ayat(1)Bupati lnel■ bentuk tiin pel■ binaan dan pengauraSan
Fasilitasi  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan  Pcredaral■   16clap

NarkOtika/PrekursOr Iゞ arkOtika,PsikOtrOpika dan Zat Adiktif Lainnya.

(3) Dalanl rnelaksanakan tugasnya′ tiin sebagai11lana dirrlakSud pada ayat

(2)dibantl■ oleh sekretariat.

{4) sekretariat sebagaiinana dilnaksud pada avat(3)berada pada Perangkat
]D}aerah yang rnelllbidangi urusan pel■ erintahan bidal■g kesatuan bangsa

dan politik.

(5) Tirrl pernbirlaan dan pengaヽ vasan sebagairnana dilnakSud pada ayat(2)

dal■ sekretariat sebagailnana dilnaksud pada avat(4}ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasa1 49

(1) Pelm_eril■tah l)aerah rnen■ biayai penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan
Penvalahgllnaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilingkup Pernerintah iDaerah.

(2) Pell■ biayaan sebagailinal■ a dirllakstld pada ayat(1)bersurnber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan
bo surnber pernbiayaan lain yang sah dan tidak inengikat scsuai dengan

ketentuan peraturan perundal■ g undangan.

(3) Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika/Prekursor NarkOtika, Psikotropika dan Zat Adiktif
Lainnya di Keca11latan dan Keluarahan bersulinber dari da■ ar

pelaksanaan anggaral■ KecaIIlatan dan iI(elurahan,

(4) Pendanaan Penvelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan
Peredaran lGelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif Lainnva di :Desa bersurllber dari APBDes sesuai ketentuan
peraturan perundang― undangan.

BAB XI
PELAPORAN
Pasa1 50

(1) Bupati melaporkan pen3,elenggaraan Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ]-ang telah dilaksanakan kepaCa

Gubernur.

i2) Camat. . .
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(2) Calmat   rrlelaporkan   penyelenggaraan   Fasilitasi   Pencegahan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NarkOdka/Prekursor Narkotika,
Psikotropika dan Zat AdikttfiL:五 nnya di Kecarntan kepada Bupad inelalui

Badan/Kantor ttsatuan Bangtt dtt Po壼 k.

(3)Pelaporan lsebagattana din■ aksud pada ayat(1)dユakukan secara
berktta sedap 6(enarn)bulan atau sewaktu―waktu diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 51

Peraturan pelaksana dal■ _Peraturan Daerah i■ li ditetapkan paling lan■ a6
(enam)blllan terhitung sejak Peraturan Dlaerah ini diundangkan.

Pasa1 52

Peraturan Daerah ini rnulai beriaku pada tanggal diundangkarl.

Agar setiap orang mengetahuinya,imteine五 ntahkatt peFlgundangan Peraturan

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2L Desernber 2O23

BUPATI KARO,

TTD

CORY SRIIVATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 Desember 2O23

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

TTD

KAIMiPERAS TERKELIN PURBA

LELIBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOIⅥ[OR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA
UTARA:(6-140/2023)
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO

NO]ⅥiOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

FASILlTASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA/PREKURSOR NARKOTIKA,PSIKOTROPIKA,

DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I.UMUM
Perken■bangan   penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap

Narkotika/Prekursor NttlkO種 ka,PsikOむ。pika dan Zat Adiktif Lain■ ya di

lndOneSia Sudah Sarnpai til■8kat yal■g sangat nlengkhalwatirkan.Hampir

ddak ada satupun daerah yang bebas penyalahgunaan dan peFedaran
Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psiko廿 opika daコL Zat Adiktif

Lainnya.Den■ikian juga di daerah Kabupaten Karo ancaman bahaya
Penyalahgunaan dal■  Peredaran Celap NaFkO種 ka/PrekurSOr NarkO饉 ka,

Psikotropika dan Zat Adikdf Lai■ nya telah rnengancanl lnasyarakat di

Kabupaten Karo.Hal ini種 dak lepas dan letak dernografis Kabupaten Ka.ro

yang Sangat StrateJS dan mernilih daya ta五 k WiSataWan yang Sangat

種nggi sehinga rnenyebabkan Kabllpaten iKaro sebagai daerah ialuhntas

penyalahgunaall dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika,

Psikotropika dan Zat A:diktif Lail■ nya.

Peran ak種 f Pe]mterintah Daerah K‐ abupaten Karo dalam rangka
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narko」 ka/Prekursor
Narko饉ka, Psikotropika dan Zat Adiktif ]L〔 五nnya sangat diperlukan
dndakan nyata.Pe]園Lerintt Daerah Kabllpaten Karo perlu ineningkatkan
perannya dalanl pencegahan penyalahgllnaan dan peredatran gelap

Narkotika/Prekursor N鐘:kotika,Psikotropika dall Zat Adiktr l,ainnya,

富lelalui berbagai inovasi dal■ stratel聾 S yang efbktif dal■ o量sien dengan
願telibatkan seluruh perangkat daerah dan iapisan rrlasyarakat secara

tenntegrasi, terstruktur, dal■  terukur yang perlu dirun■ uskan dalarn
produk huku=l daerah.
Hal tersebut s● dal■ dengan amanat Pas越 3 huruf a Peraturan Mente五
D」ain Nege五 No盤or 12 Tahun 2019 tentang Fasilitad Pencegahan dan
Pemberanlhs繊 l   Penydahgunaan   dan   Pe“ daran   Gelap
Narkotika/Prekusor Na.rkotika yang rnenyatakan bahwa salah satu
bentuk progranl aksi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika/Prekursor NaFkO種 ka yang dapat dilakukan 01eh Pelnerintah
D)aerah adalah pen■bentllkan Peraturan]Daerah.

Ruang lingkup yang diatur dalan Peraturan Daerah ini yaitu
a. tugas dan weu.enang pernerintah daerah;
b. pencegahan;
c. antisipasi dini;
d. penanganan;
e. rehabilitasi;
f. partisipasimasya.rakat;
g. tim terpadu;
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h. penghargaan;
i. pembinaan dan pengawasan;
j. pendanaan;
k. pelaporan; dan
1. sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasai 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukr.rp Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasai 7

Cukup Jelas.
Pasal I

Cukup Jelas.
Pasal 9

Ayat {1}
Yang dimaksr-rd dengan o'satuan pendidikan" meliputi:
perguruan tinggi/riniversitas, lembaga peiatihan, sekolah
menengah atas, sekolah rnenengah pertama dan sekolah dasar.

Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3i

Cukup Jeias.
Ayat (4)

Cukup Jelas.
Pasal 10

Cukup Jelas.
Pasai 1 1

Cukup Jelas.
Pasal 12

Clrkup Jelas.
Pasai 13

,{3,'at (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Surat pernyataan mengenai "tidak menyalahgunakan
dan mengedarkan secara gelap Narkotika/Prekursor
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya".

Huruf Lr

Cukup Jelas
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Huruf c

Cukup Jelas
Huruf d

Cukup Jeias
Pasal 14

Ayat (i)
Huruf a

Surat pernyataan mengenai "tidak menyalahgunakan
dan mengedarkan secara gelap NarkotikafPrekursor
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya".

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jetras.

Huruf d
Cukup.Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Ayat {a}

Cukup Jelas.
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Surat pernyataan rnengenai "tidak men3,'alahgunakan
dan mengedarkan secara gelap NarkotikalPrekursor
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya".

Huruf b
Cukup Jeias.

Ayat (3)

Cukup Jelas.
Ayat (a)

Cukup Jelas.
Ayat {5)

Cukup Jelas.
Pasal 16

Cukup Jelas.
Pasal 17

Cukup Jelas.
Pasal 18

Cukup Jelas.
Pasal 19

Cukup Jelas.
Pasal 20

Cukup Jelas.
Pasal 2 1

Cukup Jelas.



28

Pasa1 22

Cukup Jelas,

Pasa1 23

Cukup Jelas.

Pasa1 24

Cukup Jelas.

Pasa1 25

Cukup Jelas.

Pasa1 26

Ayat(1)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Hurufc
Cukup Jelas.

Hurtlf d

Cukup Jelas

Hurufe
TuJuan tertentu lainnya lnisalnya lnenJadi kepala desa,BPD

dan perangkat desa.
Alyat 2

Cukup Jelas
Ayat 3

Cukup Jelas

Pasa1 27

Cukup Jelas.

Pasa1 28

Cukup Jelas,

Pasa1 29

Cukup Jelas

Pasa1 30

Cuktlp Jelas

Pasa1 3 1

Ayat(1)

Cukup Jelas.

Ayat(2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Standar rehabilitasi llledis rlleliputi standar nasional

yang ditetapkan oleh Mellteri Keschatan dan standar

rehabilitasi sosial melip■ lti standar nasional yang
ditetapkan Menteri Sosial.

Ayat(3)

Peraturan pertindang一undangan dilnakst■ d adalah Pcraturan
Pernerintah Nolnor 25 Tahun 201l tentang Pelaksanaan Wajib

Lapor pecandu Narkotika.

Pasa1 32

Cukup Jclas.
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Pasa1 33

Ayat(1)

Cukllpご elast

Ayat(2)

Cukup Jelas.

Ayat(3)

“ヽVawancara lmeliputi ri恥′ayat kesehatan,ri、 vayat penggunaan
Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

Lainnya,  rilvayat  pengobatan  dan  pera¬ratan,  ri、vayat

keterlibatan pada tindak krttninalitas,ri、 vavat psikiatris,serta

ri、vayat keluarga dan sosial penyalahguna."

“Yang dilnaksud observasi atas perilaku Pecandu Narkotika
dalaln ketentuan ini rneliputi perilaktl verbal dan nonverbal''

Pasa1 34

Cukup Jelas.

Pasa1 35

Ayat(1)

Cukup Jelas.

Ayat(2)

Cukllp Jelas.

Ayat(3)

Cukup Jelas.

2へyat(4)

Ketentual■ peraturan perundang―undangan yang diIIlaksud
adalah Peraturan Perrlerintah Nornor 25 Tahun 2015 tentang

Pelaksanaanヽハ√alib Lapor Pecandu Narkotika.

Pasa1 36

Cukup Jelas.

Pasa1 37

Cukup Jelas,
Pasa1 38

Cukup Jelas.
Pasa1 39

Cukup Jelas.

Pasa1 40

Cukup Jelas.
Pasa1 41

Cukup Jelas,
Pasa1 42

Cukup Jelas.

Pasa1 43s

Cukup Jelas.

Pasa1 44

Cukup Jelas.

Pasa1 45

Cukup Jelas,
Pasa1 46

Cukup Jelas,

Pasa1 47

Cukup Jelas.



30

Pasal 48
Cukup Jelas"

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.
Pasal 52

Cukup Jelas.
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